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ABSTRAK

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK

PENERANGANJALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN
Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Cerry
NIM: 072114066

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

2011

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan
jalan terhadap pendapatan asli daerah dan mengetahui apakah terdapat hubungan
antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan
yang ada di kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus.Data diperoleh dengan melakukan
wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisis
kontibusi dan analisis hubungan yang menggunakan korelasi spearman rank.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak penerangan jalan
terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2000 adalah sebesar 12,37%, tahun 2001
sebesar 19,31%, tahun 2002 sebesar 18,38%, tahun 2003 sebesar 17,20%, tahun 2004
sebesar 17,74%, tahun 2005 sebesar 17,00%, tahun 2006 sebesar 17, 51%, tahun
2007 sebesar 16,55%, tahun 2008 sebesar 13,49%, dan pada tahun 2009 sebesar
12,22%. Sedangkan (2) hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah
lampu penerangan jalan adalah sebesar 0,987, yang berarti antara penerimaan pajak
penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan mempunyai hubungan
positif kuat.Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan
jalan umum (LPJU) adalah sebesar 0,981, yang berarti antara penerimaan pajak
penerangan jalan dengan lampu penerangan jalan umum mempunyai hubungan
positif kuat.Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias
adalah sebesar 0,975, yang berarti antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan
jumlah lampu hias mempunyai hubungan positif kuat. Hubungan penerimaan pajak
penerangan jalan dengan KWH penerangan jalan adalah sebesar -0,27, yang berarti
antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan KWH penerangan jalan
mempunyai hubungan negatif lemah.
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Student Number : 072114066

Sanata Dharma University
Yogyakarta

2011

The objective of this research was to find out the amount of street-lighting tax
contribution to regional revenue and examine the relationship between street-lighting
tax revenue and the number of street lights in Yogyakarta municipality.

This research was case study. The data were obtained from interview and
documentation. The data analysis techniques used were contribution analysis and
relationship analysis using Spearman’s rank correlation.

The result of data analysis showed that (1) street-lighting tax contribution
toregional revenue in the year 2000 was 12.37%, 2001 was 19.31%, 2002 was
18.38%, 2003 was 17.20%, 2004 was 17.74%, 2005 was 17.00%, 2006 was 17.51%,
2007 was 16.55%, 2008 was 13.49%, and 2009 was 12.22%. While (2) the
relationship between street-lighting tax revenue and the number of street lights was
0.987, meaning that there was a strong positive relationship between street-lighting
tax revenue and the number of street lights. The relationship between street-lighting
tax revenue and public street lights was 0.981, meaning that there was a strong
positive relationship between street-lighting tax revenue and public street lights. The
relationship between street-lighting tax revenue and the number of decorative street
lightswas 0.975, meaning that there was a strong positive relationship between street-
lighting taxrevenue and the number of decorative street lights. The relationship
between street-lighting tax revenue and street lights KWH was -0.27, meaning that
there was a weak negative relationship between street-lighting tax revenue and street
lights KWH.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap daerah di Indonesia saat ini telah menunjukkan

perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan pembangunan daerah di

setiap daerah berbeda-beda, perkembangan ini dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan, adat istiadat, sifat masyarakat dan pemerintah pada daerah

tersebut. Perkembangan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara

peningkatan pelayanan masyarakat seperti meningkatkan fasilitas pelayanan

umum di berbagai daerah. Dengan adanya peningkatan fasilitas pelayanan

umum, maka pemerintah juga akan melakukan pungutan iuran yang

dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan umum.

Iuran yang dibebankan kepada masyarakat ini biasanya dapat berupa pajak

dan retribusi. Iuran ini yang akan menjadi pendapatan bagi pemerintah atau

biasa disebut pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sumber pendapatan asli daerah yang paling berpotensi cukup

tinggi adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
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seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak

provinsi dan pajak pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah yang memiliki

potensi yang cukup tinggi dalam pendapatan asli daerah adalah sektor pajak

penerangan jalan. Pajak penerangan jalan termasuk dalam pajak daerah yang

dipungut oleh pemerintah daerah/kota. Pajak penerangan jalan adalah pajak

atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah

tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah

daerah.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan tenaga listrik atau pengguna

tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik

di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar

oleh pemerintah daerah.

Masyarakat di kota-kota besar sangat bergantung dengan penerangan

jalan yang ada di setiap ruas jalan kota. Seperti di kota Yogyakarta yang

memiliki predikat sebagai kota pendidikan dan pariwisata, fungsi penerangan

jalan bukan hanya sebagai penerangan kota saja tetapi juga sebagai sarana

untuk mempercantik kota pada malam hari. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota
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Yogyakarta untuk dapat mendukung predikat tersebut telah melaksanakan

peningkatan infrastruktur, baik melalui pemeliharaan dan pemasangan

penerangan jalan. Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

meningkatkan infrastruktur di Kota Yogyakarta yang mempunyai luas

wilayah 32,5 km2 yang terbagi dalam 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan yang

mempunyai 467 ruas jalan dengan panjang 441.231 km terlihat dari jumlah

penerangan jalan yang bertambah setiap tahun. Dari tahun 2005 jumlah

penerangan jalan utama sebanyak 7500 titik, pada tahun 2006 bertambah

menjadi 7.625 titik, sedangkan pada tahun 2008 bertambah menjadi 8.028

titik. Data ini menunjukkan bahwa penerangan jalan umum di kota

Yogyakarta setiap tahun bertambah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk

melihat bagaimana hubungan antara besarnya penerimaan pajak penerangan

jalan terhadap jumlah penerangan jalan.

Dengan melihat salah satu misi pembangunan kota Yogyakarta, yang

ingin menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata

MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exibition) utama di Indonesia dan

sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua

setelah Bali, maka sektor penerangan jalan merupakan salah satu sumber

untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan penerangan jalan yang terang

dimalam hari maka dapat memperindah kota dan dapat menjadi daya tarik

bagi para wisatawan. Sumber dana yang digunakan untuk penerangan berasal
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dari penerimaan pajak penerangan jalan oleh sebab itu perlu dilihat kontribusi

penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Selain

itu perlu juga dilihat bagaimana hubungan antara penerimaan pajak

penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai

berikut:

1. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai

dengan tahun 2009?

2. Apakah terdapat hubungan antara besarnya penerimaan pajak

penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan di Kota

Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009?

C. BATASAN MASALAH

Penelitian ini hanya akan membahas besarnya kontribusi penerimaan

pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan hubungan antara

besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan

jalan sehingga tidak dibahas sumber pendapatan daerah yang lain.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar

kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli
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daerah di Kota Yogyakarta dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara

besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan

jalan di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat bagi Penulis:

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan semakin mengerti

mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam bidang penerimaan

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hubungan

antara besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap jumlah

Penerangan Jalan.

Manfaat bagi Universitas:

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi wacana yang

dapat memberikan sumbangan ilmu tentang Akuntansi Sektor Publik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung

penelitian, meliputi: pengertian pendapatan daerah, pengertian
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pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah,

pengertian pajak penerangan jalan dan teori-teori yang mendukung

pajak penerangan jalan.

Bab III Metoda Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum

Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum tempat

penelitian.

Bab V Deskripsi data, Analisa data dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data dan perhitungan

rasio kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah dan analisis korelasi antara penerimaan pajak penerangan jalan

dengan jumlah penerangan jalan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah

Negara sebagian kekuasaan Presiden juga diserahkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah dan kekayaan

Negara yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam UU

No 17/2003 pasal 6 yang dikutip oleh Renyowijoyo (2008: 58):

a. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku pejabat pengelola APBD.

b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku

pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Menurut Renyowijoyo (2008:58) dalam rangka pengelolaan keuangan

daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan peraturan daerah.

d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
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e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Menurut Renyowijoyo (2008:58) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya.

d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya.

Anggaran yang disusun dan dikelola oleh pemerintah disebut

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan

keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri

atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD disusun
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sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahsun (2006:39) Pendapatan Asli Daerah merupakan

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asa desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa Giro
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3. Pendapatan Bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock

Horace R yang dikutip oleh Wulansari (2008:11) definisi pajak adalah:

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat
imbalan yang lansung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro,SH definisi pajak adalah sebagai

berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak yang dapat dirumuskan berdasarkan pengertian diatas

adalah:

a. Pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah

b. Wajib dilaksanakan

c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku
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d. Tujuan dari pengalihan ini agar pemerintah dapat melaksanakan

tugas-tugasnya.

e. Iuran rakyat ke kas Negara yang berdasarkan Undang-undang yang

berlaku

f. Bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbale balik yang

langsung

g. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono

(2004:6) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebacgai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh

Suhartono (2004:7-8)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.
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2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang (Syarat

Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemucngutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

perpajakannya.

4. Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono

(2004:10-11)

Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya:
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a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya:

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib

pajak.

b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyek, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), contoh: Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



14

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), contoh: Pajak

Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan

Pajak Penerangan Jalan.

5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo yang

dikutip oleh Suhartono (2004:8):

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan

perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan

seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk

mengatur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

1. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

2. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan

materiil yang harus dipenuhi.
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d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat

dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu

kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga

masyarakat untuk Negara.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh

Suhartono (2004:11)

Pemungut pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata, (Riil Stelsel) yaitu pengenaan pajak berdasarkan obyek

(penghasilan yang nyata).

b. Stelsel Anggapan, (Fictieve stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan

pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan

stelsel anggapan
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7. Asas Pemungutan Pajak ada tiga, yaitu:

1. Asas domisili (Asas tempat tinggal) yaitu Negara berhak mengenakan

pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari

luar negeri.

2. Asas Sumber, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan

yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu Negara.

8. Sistem Pemungutan Pajak ada 3 yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang system wewenang kepada

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.
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c. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang

kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000

pasal 1 No. 6 pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan

oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus

rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi daerah

Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota (menurut Mardiasmo yang dikutip

oleh Suhartono(2004:13))

2. Prinsip-Prinsip Perpajakan Daerah

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Suhartono (2004:14)

prinsip-prinsip Perpajakan Daerah adalah:

a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup elastic, artinya dapat

mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan

masyarakat.
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b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan

kelompok masyarakat, dan horizontal artinya berlaku samabagi setiap

anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung,

pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul

motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan

yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban

tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat

secara menyeluruh.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 No.1, Jenis-

jenis Pajak Daerah adalah:

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak Propinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
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4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh

Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota

terdiri dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Parkir

6. Pajak Penerangan Jalan

7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

E. Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 126-127), Pajak Penerangan Jalan adalah pajak

atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah

tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh

pemerintah daerah.

2. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 127), Subjek dan wajib Pajak Penerangan Jalan

adalah:
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a. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik.

b. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 127), Objek Pajak Penerangan Jalan adalah

penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan

jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan

dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan

oleh Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga

internasional dengan asas timbal balik

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik

terkait

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan

Daerah

4. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksud ditetapkan sebagai

berikut:
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a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran,

nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan

listrik/rekening listrik.

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak

dipungut bayaran atau tenaga listrik yang berasal dari pembangkit

listrik yang dimiliki sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung

berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan tenaga listrik

atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang

berlaku di wilayah daerah.

5. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk

industri sebesar 8 % (delapan persen);

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri

sebesar 4 % (empat persen);

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, sebesar 4

% (empat persen).

F. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah

uang iuran atau sumbangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang

disebut kontribusi pajak penerangan jalan adalah sumbangan pajak

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada suatu periode. Tetapi
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selain kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, ada

juga kontribusi lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

G. Hipotesis

Salah satu teori yang mendukung pemungutan pajak adalah teori

asuransi. Dalam teori ini disebutkan bahwa Negara melindungi keselamatan

jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus

membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena

masyarakat akan memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Hal ini juga

berlaku dalam pemungutan pajak penerangan jalan, dimana masyarakat

membayarkan pajak penerangan jalan melalui pembayaran listrik. Sesuai

dengan teori asuransi, pajak penerangan jalan yang dikumpulkan ini

selayaknya digunakan untuk melindungi rakyat dengan memberikan

penerangan jalan yang baik. Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H1: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah

lampu penerangan jalan

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Suhartono (2004) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak

Penerangan Jalan Umum terhadap Dana Penerangan Jalan Umum Kabupaten

Sleman tahun 1999-2003”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan

Jalan Umum mempunyai hubungan positif dengan dana penerangan jalan
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umum. Artinya bila Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan

terjadi pula kenaikan pada dana penerangan jalan.

Riduansyah (2003) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi pajak

daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran

pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi

daerah.” Hasil penelitian menunjukkan Total kontribusi komponen pajak

daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun tahun 1993/1994-2000

berkisar antara 7,07% -8,79% dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,81%.

Dan pertumbuhannya sebesar 22,89%. Dari data yang di peroleh terlihat

bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

penerimaan PAD sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena perubahan-

perubahan perundang-undangan dalam kurun waktu anggaran1993/1994-

2000. Dan untuk melaksanakan otonomi daerah kiranya pemerintah Bogor

perlu melihat peluang yang ada.

Wulansari (2008) melakukan penelitian dengan judul “ Kontribusi Pajak

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan asli daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara

7,59% - 11,09%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan

terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007

adalah sebesar 9,383%.
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Sasmira (2007) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi dan

Pertumbuhan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Riau”. Hasil penelitian menunjukkan

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami

fluktuasi yaitu dari tahun anggaran 2001/2002 mengalami penurunan,

selanjutnya mengalami kenaikan, pada tahun 2004/2005 mengalami

penurunan. Selain itu pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Kuantan

Singingi tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005 selalu

mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi berupa kenaikan dan

penurunan yaitu tahun 2001/2002 mengalami kenaikan, tahun 2003

mengalami penurunan, tahun 2004 kembali mengalami kenaikkan,

selanjutnya pada tahun 2005 kembali mengalami penurunan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada sebuah instansi

pemerintah yaitu penelitian terhadap pajak penerangan jalan umum yang

diterima oleh Pemerintah. Subyek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota

Yogyakarta. Tempat penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta

dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2011.

Obyek dari penelitian ini adalah:

1. Data pajak penerangan jalan umum yang diterima oleh pemerintah.

2. Data realisasi pajak penerangan jalan tahun 2000 sampai dengan tahun

2009.

3. Data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2000 sampai dengan tahun

2009.

4. Data jumlah penerangan jalan (LPJU dan lampu hias) yang terdapat di

Kota Yogyakarta dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

5. Data besarnya KWH penerangan jalan yang terdapat di Kota Yogyakarta

dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
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B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab

secara langsung kepada pihak perusahaan atau instansi pemerintah.

Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Seksi

Penerangan Jalan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data atau catatan tertulis. Teknik dokumentasi ini

digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi pajak penerangan

jalan dan pendapatan asli daerah, penerimaan pajak penerangan jalan

yang diterima oleh pemerintah dan data jumlah penerangan jalan yang ada

di Yogyakarta.

C. Variabel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, variabel penelitian yang digunakan

adalah:

1. Penerimaan pajak penerangan jalan.

2. Pendapatan asli daerah.

3. Jumlah penerangan jalan, yang meliputi total penerangan jalan, jumlah

lampu penerangan jalan, jumlah lampu hias dan KWH penerangan jalan.
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D. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun, rumus yang

digunakan (Halim 2002:345), adalah:

Kontribusi = x
PAD

anganJalanPajakPener
100%

Tabel 1. Kontribusi PPJ terhadap PAD
Tahun

Anggaran
Realisasi PPJ

(Rp)
Realisasi PAD

(Rp)
Kontribusi (%)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2. Sebelum mengetahui apakah ada hubungan antara penerimaan pajak

penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan maka kita akan

melihat penerimaan pajak penerangan jalan dan jumlah penerangan jalan

yang terdapat di Kota Yogyakarta selama tahun 2000 sampai dengan

tahun 2009 yang terdapat dalam rencana tabel di bawah ini:
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Tabel 2.
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah Penerangan Jalan.
Tahun PPJ Jumlah Penerangan Jalan

Total Penerangan
Jalan

LPJU Lampu
Hias

KWH

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Untuk mengetahui hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

dan Jumlah Penerangan Jalan maka digunakan rumus (Santoso 2010:240):

)1(

6
1

2

2




nn

di
rs

Dimana:

sr = Koefisien korelasi Spearman Rank

n= jumlah data

Selanjutnya data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Jumlah

Penerangan jalan di ranking berdasarkan data yang paling besar, tabel

ranking yang digunakan adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.
Rencana tabel rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

dengan Jumlah Penerangan Jalan.
Tahun Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Jumlah
Penerangan

Jalan

Ranking
Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Ranking
Jumlah

Penerangan
Jalan

D
(Selisih)

2D

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Langkah-langkah uji signifikansi untuk kedua variabel tersebut:

1. Hipotesis:

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan

dengan jumlah penerangan jalan.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah penerangan jalan.

Dasar pengambilan keputusan

a. Dengan membandingkan z hitung dengan z tabel:

Jika Probabilitas < 0,05, maka Ho diterima.

Jika Probabilitas > 0,05, maka Ho ditolak.

2. Keputusan
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Dengan melihat angka probabilitas:

Jika angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah < 0,05 maka Ho

ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara penerimaan pajak

penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan. Sedangkan angka

pada bagian SIG (2-TAILED) adalah > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini

berarti tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan

dengan jumlah penerangan jalan.

a. Kriteria pengujian

Ho dapat ditolak Ho dapat ditolak

Ho dapat diterima

b. Kesimpulan

Jika Ho diterima maka tidak ada hubungan antara penerimaan pajak

penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

Jika Ho ditolak maka ada hubungan antara penerimaan pajak

penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1755, berawal dari adanya

Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani

Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas

nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi perjanjian Gianti adalah Negara

Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta,

setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu

Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman

Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega

Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang

menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati,

Bagelen, Kedu, Bumigede, dan ditambah daerah Madiun, Magetan, Cirebon,

Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto,

Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobongan.

Setelah perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang

bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa daerah

Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta

Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini

diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi
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ibukota dan pusat pemerintahan ini adalah hutan yang disebut Beringin,

dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, dan disana terdapat

pesanggrahan yang dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku

Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah

penetapan tersebut diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera

memerintahkan kepada rakyat untuk membabad hutan tadi untuk dijadikan

kraton.

Sebelum Kraton jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan

menempati pesanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang sedang

dibangun juga. Sultan Hamengku Buwono I resmi menempati pesanggrahan

Ambarketawang pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau

selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton. Setahun kemudian

Sultan Hamengku Buwono I memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya.

Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya

adalah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan

dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku

Buwono I di hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan

sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan

keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII
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menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945

beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan

daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari

Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30

Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa

pelaksanaan Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-

sama Badan Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan

maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu

DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati

Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi

Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi

berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1947, dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun1947 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang

meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja dan

Kota Otonomi. Dalam pasal 1 UU nomor 17 tersebut menyatakan bahwa

kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan

Pakualaman serta beberapa daerah dari kabupaten Bantul yang sekarang
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menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah

tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Walikota pertama kota Yogyakarta dijabat oleh Ir. Moh Enoh. Pada

masa jabatannya Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah

Yogyakarta masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan

statusnya belum lepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta

sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo

yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap

menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan

anggota 25 orang. DPRD kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei

1958 dengan angota 20 orang sebagai hasil pemilu 1955. Dengan kembali ke

UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor

1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang

pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD

dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian

serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.
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Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga

Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala

Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan,

syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri

Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan

daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan

bagi Kepala Daerah Tingkat II seperti lain. Setelah Undang-undang No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan

Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung

jawab. Maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi

Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan

Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala

Daerahnya.

B. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah

lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta

dipimpin oleh seorang walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh

seorang wakil walikota.

2. Pembagian Wilayah

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan

45 Kelurahan dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara: Sleman.

2. Sebelah selatan: Bantul.

3. Sebelah Barat: Sleman dan Bantul.

4. Sebelah timur: Sleman dan Bantul.

Selain itu Kota Yogyakarta terdiri dari 614 Rukun Warga dan 2,523

Rukun Tetangga. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi

perumahan yaitu sebesar 2,106,338 hektar dan bagian terkecil merupakan

lahan kosong yaitu sebesar 20,041 hektar. Wilayah yang paling luas adalah

kecamatan Umbulharjo sebesar 812,00 Ha, sedangkan kecamatan yang paling

sempit adalah kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha (1,9%). Adapun

luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. Tabel Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

No Kecamatan Kelurahan Luas
Km²

Jumlah
RW

Jumlah
RT

1. Kraton Patihan
Panembahan

Kadipaten

0,40
0,66
0,34
1,40

10
18
15
43

44
78
53

175
2. Matrijeron Gedungkiwo

Suryodiningratan
Matrijeron

0,90
0,85
0,86
2,61

18
17
20
55

86
69
75

230
3. Umbulharjo Giwangan

Sorosutan
Pandayen
Warungboto
Tahunan
Muja Muju
Semaki

1,26
1,68
1,38
0,83
0,78
1,53
0,66
8,12

13
16
12
9

11
12
10
83

42
63
46
38
48
55
34

326
4. Mergangsan Brontokusuman

Keparakan
Wirogunan

0,93
0,53
0,85
2,31

23
13
24
60

83
57
76

216
5. Danurejan Suryatmajan

Tegal Panggung
Bausasran

0,28
0,35
0,47
1,10

15
16
12
43

45
66
49

160
6. Pakualaman Purwokinanti

Gunung Ketur
0,33
0,30
0,63

10
9

19

47
36
83

7. Kotagede Prenggan
Purayan
Rejowinangun

0,99
0,83
1,25
3,07

13
14
13
40

57
58
49

164
8. Gondomanan Prawirotaman

Ngupasan
0,45
0,67
1,12

18
13
21

61
49

110
9. Gondokusuman Baciro

Demangan
Kliteran
Kotabaru

1,06
0,74
0,68
0,71

21
12
16
4

88
44
63
21
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Terban 0,80
3,99

12
83

59
275

10. Ngampilan Notoprajan
Ngampilan

0,37
0,45
0,82

8
13
21

50
70

120
11. Wirobrajan Patangpuluhan

Wirobrajan
Pakuncen

0,44
0,67
0,65
1,76

10
12
12
34

51
58
56

165
12. Gedongtengen Pringgokusuman

Sosromenduran
0,50
0,46
0,96

23
14
37

89
55

144
13. Jetis Bumijo

Gowongan
Cokrodiningratan

0,58
0,46
0,66
1,70

13
13
11
37

55
52
60

167
14. Tegalrejo Tegalrejo

Bener
Kricak
Karangwaru

0,82
0,57
0,82
0,70
2,91

12
7

13
14
46

46
25
61
56

186
Jumlah 45 32,5 614 2.523

Sumber: BPS kota Yogyakarta

C. Keadaan Geografis

1. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana

dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki

kemiringan 1 derajat. Terdapat 3 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta

yaitu:

a. Sebelah timur : Sungai Gajah Wong.

b. Sebelah tengah : Sungai Code.

c. Sebelah selatan : Sungai Winongo.
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2. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan

dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 yang berarti 1,02% dari

luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan

ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan

oleh letaknya yang berada di dataran lereng gunung Merapi yang garis

besarnya mengandung tanah regosol atau tanah Vulkanis Muda.

4. Iklim

Curah hujan rata-rata 2.012 mm/tahun dengan 119 hari hujan. Suhu

rata-rata 27,2 C dan kelembapan rata-rata 24,7 %. Angin pada umumnya

bertiup Angin Muson dan pada musim hujan bertiup Angin barat daya

dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musin

kemarau bertiup angin Muson Tenggara yang agak kering dengan arah ±

90°-140° dengan rata-rata kecepatan 515.

D. Keadaan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2008

adalah sebesar 456.915 orang, terdiri dari 220.395 orang laki-laki dan 230.

723 orang perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah
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48,85 % laki-laki dan 51,15% perempuan. Secara keseluruhan jumlah

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dengan luas

wilayah 32,50 , kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 13.881 jiwa per

.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Regristrasi
Tahun 2008

No Kecamatan Jumlah
Penduduk

Penduduk Menurut Jenis
Kelamin

Laki-laki Perempuan
1. Kraton 22.520 10.612 11.907
2. Mantrijeron 37.442 18.398 19.044
3. Umbulharjo 79.320 39.191 40.129
4. Mergangsan 35.921 17.352 18.569
5. Danurejan 15.803 7.398 8.595
6. Pakualaman 11.768 10.999 11.683
7. Kotagede 32.304 16.097 16.207
8. Gondomanan 15.993 5.754 6.014
9. Gondokusuman 55.710 27.062 28.648
10. Ngampilan 20.232 9.537 10.695
11. Wirobrajan 31.104 15.856 15.248
12. Gedongtengen 20.422 9.708 10.714
13. Jetis 30.461 15.019 15.442
14. Tegalrejo 41.036 20.224 20.792

Jumlah 456.915 223.227 233.688
Sumber: BPS kota Yogyakarta

E. Tenaga kerja

Mata pencaharian penduduk rata-rata di sektor jasa dan industri yang

erat kaitannya dengan fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan

perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Wisata di Indonesia.

Jumlah pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran tahun

2008 sebanyak 10.988 orang yang terdiri dari 6.756 laki-laki dan 5.232
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perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut mempunyai gelar

sarjana yaitu sebesar 85,06 %, selain itu yang berpendidikan SMU 12,87%,

Diploma 1,79% dan sisanya adalah S2, SMP dan SD.
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BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini adalah untuk mengetahui

kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah

penerangan jalan yang ada di Kota Yogyakarta. Data yang diperlukan adalah

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2000-2009, realisasi

penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2000-2009, dan jumlah lampu

penerangan jalan 2000-2009. Data-data tersebut di dapat dari Dinas Pajak

Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) dan Dinas Pemukiman dan

Prasarana Wilayah.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2000-2009

Tahun Realisasi PAD

2000 22,452,952,251
2001 40,352,592,890
2002 56,377,459,399
2003 68,621,564,311
2004 79,911,419,101
2005 89,196,416,785
2006 96,419,456,305
2007 114,098,350,942
2008 132,431,571,515
2009 161,473,838,210
Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
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Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009

TAHUN REALISASI
2000 2,777,044,366
2001 7,793,350,928
2002 10,364,342,556
2003 11,809,188,645
2004 14,176,664,924
2005 15,159,696,951
2006 16,882,280,805
2007 18,885,554,284
2008 17,864,484,847
2009 19,736,631,310

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 8. Jumlah Penerangan Jalan Umum Tahun 2000-2009

TAHUN

Penerangan Jalan Umum
Total
PJU LPJU

Lampu
Hias KWH

2000 6,418 6,418 0 11,440,414
2001 6,418 6,418 0 10,523,411
2002 7,734 7,734 0 9,125,810
2003 7,984 7,734 250 7,101,336
2004 13,233 12,983 250 9,164,761
2005 13,715 13,465 250 9,691,902
2006 15,151 14,716 435 8,713,694
2007 17,378 16,645 733 9,084,299
2008 18,722 18,000 722 10,353,533
2009 19,218 18,430 788 9,742,733

Sumber: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi =
PAD

PPJ
x 100%
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Keterangan:

PPJ: Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

PAD: Realisasi Penerimaan PAD

Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah:

1. Untuk Tahun 2000

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2000 adalah sebesar 12,37%

2. Untuk Tahun 2001

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2001 adalah sebesar 19,31%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 6,94%

dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Untuk Tahun 2002

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2002 adalah sebesar 18,38%. Kontribusi penerimaan pajak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



45

penerangan jalan tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,93%

dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Untuk Tahun 2003

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2003 adalah sebesar 17,20%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 1,18%

dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Untuk Tahun 2004

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2004 adalah sebesar 17,74%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,54%

dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Untuk Tahun 2005

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2005 adalah sebesar 17,00%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 0,74%

dibandingkan tahun sebelumnya.
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7. Untuk Tahun 2006

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2006 adalah sebesar 17,51%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,51%

dibandingkan tahun sebelumnya.

8. Untuk Tahun 2007

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2007 adalah sebesar 16,55%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,96%

dibandingkan tahun sebelumnya.

9. Untuk Tahun 2008

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2008 adalah sebesar 13,49%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 3,06%

dibandingkan tahun sebelumnya.
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10. Untuk Tahun 2009

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah tahun 2009 adalah sebesar 12,22%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,27%

dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009.

Tahun Realisasi Pajak
Penerangan Jalan

Realisasi PAD
(Rupiah)

Kontribusi
(%)

2000 2,777,044,366 22,452,952,251 12,37
2001 7,793,350,928 40,352,592,890 19,31
2002 10,364,342,556 56,377,459,399 18,38
2003 11,809,188,645 68,621,564,311 17,20
2004 14,176,664,924 79,911,419,101 17,74
2005 15,159,696,951 89,196,416,785 17,00
2006 16,882,280,805 96,419,456,305 17,51
2007 18,885,554,284 114,098,350,942 16,55
2008 17,864,484,847 132,431,571,515 13,49
2009 19,736,631,310 161,473,838,210 12,22

Rata-rata 16,177
Sumber: Data diolah

C. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah

Penerangan Jalan.

Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan

jalan ini dibagi menjadi 4(empat) bagian, yaitu:
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1. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan total penerangan

jalan (lampu penerangan jalan umum dan lampu hias).

2. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan

jalan umum.

3. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu hias.

4. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan KWH penerangan

jalan umum.

Sebelum melihat semua variabel tersebut, berikut ini tabel dari setiap

variabel tersebut:

Tabel 10.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Jumlah Lampu Penerangan Jalan
Umum dan Lampu Hias.

Tahun Pajak Penerangan
Jalan

LPJU Lampu
Hias

Total KWH

2000 2,777,044,366 6,418 0 6,418 11,440,414
2001 7,793,350,928 6,418 0 6,418 10,523,411
2002 10,364,342,556 7,734 0 7,734 9,125,810
2003 11,809,188,645 7,734 250 7,984 7,101,336
2004 14,176,664,924 12,983 250 13,233 9,164,761
2005 15,159,696,951 13,465 250 13,715 9,691,902
2006 16,882,280,805 14,716 435 15,151 8,713,694
2007 18,885,554,284 16,645 733 17,378 9,084,299
2008 17,864,484,847 18,000 722 18,722 10,353,533
2009 19,736,631,310 18,430 788 19,218 9,742,733

Sumber: Data diolah
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Sebelum melihat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan

dengan jumlah lampu penerangan jalan umum dan lampu hias maka kedua

variabel ini di ranking berdasarkan data yang paling besar seperti pada tabel

berikut:

Tabel 11.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah Lampu
Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias.

Tahun Penerimaan
Pajak

Penerangan
Jalan

Total
Penerangan

Jalan

Ranking
Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Ranking
Jumlah

Penerangan
Jalan

D 2D

2000 2,777,044,366 6,418 10 9,5 0,5 0
2001 7,793,350,928 6,418 9 9,5 -0,5 0
2002 10,364,342,556 7,734 8 8 0 0
2003 11,809,188,645 7,984 7 7 0 0
2004 14,176,664,924 13,233 6 6 0 0
2005 15,159,696,951 13,715 5 5 0 0
2006 16,882,280,805 15,151 4 4 0 0
2007 18,885,554,284 17,378 2 3 -1 1
2008 17,864,484,847 18,722 3 2 1 1
2009 19,736,631,310 19,218 1 1 0 0
Jumlah 0 2

Sumber: Data diolah

Penyelesaiannya:

Karena variabel y (jumlah penerangan jalan), ada angka atau ranking

yang sama yaitu rangking 9,5 ada 2 buah, berarti t=2. Angka t adalah jumlah

angka atau rangking yang sama, maka penyelesaiannya adalah:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



50

Menghitung

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,987.

Untuk melihat keeratan hubungan antara penerimaan pajak penerangan

jalan dengan jumlah penerangan jalan maka perlu dilakukan uji signifikansi

diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah penerangan jalan.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah penerangan jalan.
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b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah <

0,05 maka Ho ditolak.

Tabel 12.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan
Jalan Umum.

Tahun Penerimaan
Pajak

Penerangan
Jalan

Lampu
Penerangan

Jalan

Ranking
Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Ranking
Jumlah

Penerangan
Jalan

D
(Selisih)

2D

2000 2,777,044,366 6,418 10 9,5 0,5 0,25
2001 7,793,350,928 6,418 9 9,5 -0,5 0,25
2002 10,364,342,556 7,734 8 7,5 0,5 0,25
2003 11,809,188,645 7,734 7 7,5 -0,5 0,25
2004 14,176,664,924 12,983 6 6 0 0
2005 15,159,696,951 13,465 5 5 0 0
2006 16,882,280,805 14,716 4 4 0 0
2007 18,885,554,284 16,645 2 3 -1 1
2008 17,864,484,847 18,000 3 2 1 1
2009 19,736,631,310 18,430 1 1 0 0

Jumlah 0 3
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Sumber: Data diolah

Karena variabel y (lampu penerangan jalan), ada angka atau ranking

yang sama yaitu rangking 9,5 ada 2 buah, berarti t=2 dan rangking 7,5 ada 2

buah, berarti t=2, maka penyelesaiannya adalah:

Menghitung

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,98.
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Untuk melihat keeratan hubungan antara penerimaan pajak penerangan

jalan dengan lampu penerangan jalan umum maka perlu dilakukan uji

signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah LPJU.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah LPJU.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah

< 0,05 maka Ho ditolak.
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Tabel 13. Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Hias.

Tahun Penerimaan
Pajak

Penerangan
Jalan

Lampu
Hias

Ranking
Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Ranking
Lampu

Hias

D
(Selisih)

2D

2000 2,777,044,366 0 10 9 1 1
2001 7,793,350,928 0 9 9 0 0
2002 10,364,342,556 0 8 9 -1 1
2003 11,809,188,645 250 7 6 1 1
2004 14,176,664,924 250 6 6 0 0
2005 15,159,696,951 250 5 6 -1 1
2006 16,882,280,805 435 4 4 0 0
2007 18,885,554,284 733 2 2 0 0
2008 17,864,484,847 722 3 3 0 0
2009 19,736,631,310 788 1 1 0 0
Jumlah 0 4
Sumber: Data diolah

Menghitung

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

975,0
5,78.5,822

45,785,82



sr
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,975.

Untuk melihat keeratan hubungan antara penerimaan pajak penerangan

jalan dengan jumlah lampu hias maka perlu dilakukan uji signifikansi diantara

kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah lampu hias.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan

jumlah lampu hias.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah

< 0,05 maka Ho ditolak.
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Tabel 14.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan
Jalan Umum.

Tahun Penerimaan
Pajak

Penerangan
Jalan

KWH PJU Ranking
Penerimaan

Pajak
Penerangan

Jalan

Ranking
KWH
PJU

D
(Selisih)

2D

2000 2,777,044,366 11,440,414 10 1 9 81
2001 7,793,350,928 10,523,411 9 2 7 49
2002 10,364,342,556 9,125,810 8 7 1 1
2003 11,809,188,645 7,101,336 7 10 -3 9
2004 14,176,664,924 9,164,761 6 6 0 0
2005 15,159,696,951 9,691,902 5 5 0 0
2006 16,882,280,805 8,713,694 4 9 -5 25
2007 18,885,554,284 9,084,299 2 8 -6 36
2008 17,864,484,847 10,353,533 3 3 0 0
2009 19,736,631,310 9,742,733 1 4 -3 9
Jumlah 0 210

Sumber: Data diolah

= -0,27

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = -0,27.

Untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan maka perlu dilakukan uji

signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:
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a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

dengan KWH Penerangan Jalan.

Hi: Ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan

KWH Penerangan Jalan.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,244 yang adalah > 0,05

maka Ho diterima.

D. PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

dari tahun 2000 sampai tahun 2009 berkisar antara 12,22 %-19,31% yang
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mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan untuk realisasi Pajak

Penerangan Jalan dari tahun 2000 sampai tahun 2009 selalu mengalami

peningkatan.

Pada tahun 2000 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,37% . Pada tahun 2001 kontribusi

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu sebesar 19,31%. Hal

ini disebabkan oleh realisasi Pajak Penerangan Jalan dan realisasi

Pendapatan Asli Daerah yang meningkat. Kenaikan Pendapatan Asli

Daerah dipengaruhi oleh tiga komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang

meningkat yaitu pajak daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah sedangkan retribusi daerah mengalami

penurunan.

Pada tahun 2002 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,93% menjadi

18,38%. Hal ini disebabkan karena besarnya Pendapatan Asli Daerah

mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan besarnya

kenaikan Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan kontribusi menjadi

turun. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh seluruh

komponen Pendapatan Asli Daerah meningkat cukup tinggi.
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Untuk pada tahun 2003 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 17,20%. Hal ini

disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi

seperti pada tahun 2002 yang mengakibatkan kontribusi menjadi turun.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh seluruh komponen

Pendapatan Asli Daerah meningkat cukup tinggi.

Di tahun 2004 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan

Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,54% menjadi 17,74%.

Penyebab kenaikan kontribusi ini yaitu adanya kenaikan realisasi Pajak

Penerangan Jalan dan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah. kenaikan

realisasi Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kenaikan empat

komponen Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pada tahun 2005 kontribusi Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendaptan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,74%

menjadi 17,00%. Penyebab penurunan kontribusi ini disebabkan oleh

besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang meningkat cukup tinggi

dibandingkan dengan besarnya kenaikan Pajak Penerangan Jalan yang

mengakibatkan kontribusi mengalami penurunan. Kenaikan Pendapatan

Asli Daerah dipengaruhi oleh tiga komponen dari Pendapatan Asli Daerah

yang meningkat yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
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yang dipisahkan dan retribusi daerah sedangkan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah mengalami penurunan.

Untuk tahun 2006 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi 17,51% . Kenaikan

kontribusi ini disebabkan oleh kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah

yang diimbangi juga dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan

Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kenaikan tiga komponen

Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi yaitu retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sedangkan pajak daerah

mengalami penurunan.

Pada tahun 2007 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh

besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi

dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan

Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena empat komponen Pendapatan

Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Di tahun 2008 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan

Asli Daerah juga mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena

besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi
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dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan

Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh tiga komponen mengalami

kenaikan yang cukup tinggi yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-

lain pendapatan asli daerah. sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan mengalami penurunan.

Dan untuk tahun 2009 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Hal ini juga

disebabkan karena besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup

tinggi dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan

Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh tiga komponen mengalami

kenaikan yang cukup tinggi yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sedangkan retribusi

daerah yang dipisahkan mengalami penurunan.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2009

adalah 16,177%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2001 sebesar 19,31%.

Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 12,22%. Dengan demikian

Pajak Penerangan Jalan yang dipungut Pemerintah Kota Yogyakarta

mempunyai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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2. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Penerangan

Jalan.

a. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total

Penerangan Jalan (LPJU dan Lampu hias)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan

mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula pada

Jumlah Penerangan Jalan. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus

koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan

yaitu sebesar (r)=0,987 artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan total Penerangan Jalan positif yang kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka

untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan total Penerangan Jalan dilakukan uji signifikansi diantara

kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka

probabilitas sebesar 0,000 yang < dari level of signifikansinya yaitu

0,01 maka Ho ditolak. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan besarnya total
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Penerangan Jalan, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang

diterima Pemerintah Kota dari masyarakat salah satunya digunakan

untuk membiayai penambahan total jumlah lampu penerangan jalan.

Hal bisa terlihat dari peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

yang selalu diikuti peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan.

Misalnya pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada tahun 2008

penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 17,864,484,847 meningkat

menjadi Rp. 19,736,631,310 pada tahun 2009. Hal ini diikuti juga

dengan peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan, pada tahun

2008 18,722 menjadi 19,218 pada tahun 2009.

b. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu

Penerangan Jalan Umum.

Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa Hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan

Umum mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan

terjadi pula pada Lampu Penerangan Jalan Umum. Dari hasil

perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui

bahwa besarnya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan

Lampu Penerangan Jalan Umum yaitu sebesar (r)=0,981 artinya
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hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu

Penerangan Jalan Umum positif yang sangat kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka

untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum dilakukan uji

signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui

bahwa angka probabilitas sebesar 0,000 yang < dari level of

signifikansi yaitu 0,01 maka Ho ditolak. Hal ini berarti besarnya

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan

besarnya Lampu Penerangan Jalan Umum, maka Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan yang diterima Pemerintah Kota dari masyarakat

salah satunya digunakan untuk membiayai penambahan Jumlah

Lampu Penerangan Jalan Umum. Hal bisa terlihat dari peningkatan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu diikuti peningkatan

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum. Misalnya pada tahun 2008

dan tahun 2009, pada tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan

Rp. 17,864,484,847 meningkat menjadi Rp. 19,736,631,310 pada

tahun 2009. Hal ini diikuti juga dengan peningkatan Jumlah Lampu

Penerangan Jalan Umum, pada tahun 2008 18,000 menjadi 18,430

pada tahun 2009.
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c. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu

Hias.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias

mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula pada

Jumlah Lampu Hias. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus

koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias yaitu

sebesar (r)=0,975 artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan Jumlah Lampu Hias positif yang kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka

untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan Jumlah Lampu Hias dilakukan uji signifikansi diantara

kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka

probabilitas sebesar 0,000 yang < dari level of signifikansi yaitu 0,01

maka Ho ditolak. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan besarnya Jumlah

Lampu Hias, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima

Pemerintah Kota dari masyarakat salah satunya juga digunakan untuk

membiayai penambahan lampu hias. Hal bisa terlihat dari peningkatan
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Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu diikuti peningkatan

jumlah lampu hias. Misalnya pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada

tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 17,864,484,847

meningkat menjadi Rp. 19,736,631,310 pada tahun 2009. Hal ini

diikuti juga dengan peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan,

pada tahun 2008 722 menjadi 788 pada tahun 2009.

d. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH

Penerangan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Kwh Penerangan Jalan

mempunyai hubungan yang negatif. Yang berarti bila Penerimaan

Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka KWH Penerangan

Jalan mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan menggunakan

rumus koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan

yaitu sebesar (r)=-0,27 artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dengan KWH Penerangan Jalan negatif yang lemah.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang negatif yang

lemah, maka untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan

Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan dilakukan uji
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signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui

bahwa angka probabilitas sebesar 0,446 yang > dari level of

signifikansi yaitu 0,01 maka Ho diterima. Hal ini berarti besarnya

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak mempunyai hubungan

dengan besarnya KWH Penerangan Jalan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari

tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 mempunyai rata-rata

kontribusi sebesar 16,177%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2001

sebesar 19,31% sedangkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah terkecil terjadi pada tahun 2009

sebesar 12,22%.

2. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah

Penerangan Jalan Umum dari tahun 2000 sampai tahun 2009.

a) Terdapat hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan

Jumlah Penerangan Jalan. Hubungan ini bersifat positif, yang artinya

apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan
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maka Jumlah Penerangan Jalan juga mengalami kenaikan. Hasil

perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,987 yang berarti hubungan

kedua variabel kuat. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas

0,000 yang < dari 0,01 maka Ho ditolak.

b) Ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum. Hubungan ini bersifat

positif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

mengalami kenaikan maka Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum

juga mengalami kenaikan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar

0,981 yang berarti hubungan kedua variabel kuat. Hasil uji

signifikansi dengan angka probabilitas 0,000 yang < dari 0,01 maka

Ho ditolak.

c) Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu

Hias bersifat positif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka Jumlah Lampu Hias juga

mengalami kenaikan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar

0,975 yang berarti hubungan kedua variabel kuat. Hasil uji

signifikansi dengan angka probabilitas 0,000 yang < dari 0,01 maka

Ho ditolak.
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d) Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH

Penerangan Jalan mempunyai hubungan yang negatif, yang artinya

apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan

maka KWH Penerangan Jalan mengalami penurunan. Hasil

perhitungan koefisien korelasi sebesar -0,27 yang berarti hubungan

kedua variabel lemah. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas

0,446 yang > dari 0,01 maka Ho diterima. Hal ini berarti Penerimaan

Pajak Penerangan Jalan tidak mempunyai hubungan terhadap Jumlah

Penerangan Jalan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, penulis

hanya mengambil data tahun 2000 sampai tahun 2009

2. Dalam Penelitian ini penulis hanya membahas Pajak Penerangan Jalan saja

sehingga tidak membahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang

lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti

mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:
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1. Bagi Penulis, sebaiknya penelitian yang dilakukan rentang waktunya lebih

lama dan sampel lebih banyak

2. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah sebaiknya melakukan pengawasan

dalam suatu periode tertentu mengingat Jumlah Penerangan Jalan yang

cukup banyak, sehingga Penerangan Jalan yang masih berfungsi dengan

baik dan yang sudah tidak dapat berfungsi dapat diketahui jumlahnya serta

yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki. Sehingga setiap

periode tertentu dapat diketahui jumlah Penerangan Jalan yang masih

berfungsi dengan baik.
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Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009
TAHUN REALISASI

2000 2,777,044,366
2001 7,793,350,928
2002 10,364,342,556
2003 11,809,188,645
2004 14,176,664,924
2005 15,159,696,951
2006 16,882,280,805
2007 18,885,554,284
2008 17,864,484,847
2009 19,736,631,310

Tabel Jumlah Penerangan Jalan

TAHUN Penerangan Jalan Umum
Total PJU LPJU Lampu

Hias
KWH

2000 6,418 6,418 0 11,440,414
2001 6,418 6,418 0 10,523,411
2002 7,734 7,734 0 9,125,810
2003 7,984 7,734 250 7,101,336
2004 13,233 12,983 250 9,164,761
2005 13,715 13,465 250 9,691,902
2006 15,151 14,716 435 8,713,694
2007 17,378 16,645 733 9,084,299
2008 18,722 18,000 722 10,353,533
2009 19,218 18,430 788 9,742,733
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1. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Total Jumlah
Penerangan Jalan

Correlations

PPJ Total

Spearman's rho PPJ Correlation Coefficient 1.000 .985**

Sig. (2-tailed) . .000

N 10 10

Total Correlation Coefficient .985** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 10 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu
Penerangan Jalan

Correlations

PPJ LPJU

Spearman's rho PPJ Correlation Coefficient 1.000 .982**

Sig. (2-tailed) . .000

N 10 10

LPJU Correlation Coefficient .982** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 10 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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3. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias

Correlations

PPJ Hias

Spearman's rho PPJ Correlation Coefficient 1.000 .972**

Sig. (2-tailed) . .000

N 10 10

Hias Correlation Coefficient .972** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 10 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Kwh Lampu
Penerangan Jalan

Correlations

PPJ KWH

Spearman's rho PPJ Correlation Coefficient 1.000 -.273

Sig. (2-tailed) . .446

N 10 10

KWH Correlation Coefficient -.273 1.000

Sig. (2-tailed) .446 .

N 10 10
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